BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pada rumusan masalah hingga pembahasan yang telah
diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan data pribadi sudah
ada yaitu berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan
Data Pribadi, namun peraturan tersebut belum mengatur secara spesifik terkait
dengan penggeledahan, sehingga dibutuhkan interpretasi dari peraturan
perundang-undangan yang lainnya terkait dengan perlindungan data pribadi.
Peraturan yang mengatur terkait dengan penggeledahan terhadap data pribadi
yaitu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan
mengenai pemeriksaan dan/atau penggeledahan terhadap sistem elektronik
dapat dilakukan dengan tata cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP).
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2. Tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh Aipda Ambarita terhadap
handphone milik orang lain yang di dalamnya terkandung data pribadi,
merupakan suatu tindakan yang tidak tepat dikarenakan tindakan yang
dilakukan di luar dari prosedur pemeriksaan dan penggeledahan dengan tidak
memenuhi syarat formil maupun materiil yang tercantum dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta tindakan yang dilakukan oleh
Aipda Ambarita secara tidak langsung telah melanggar dari sudut pandang Hak
Asasi Manusia dikarenakan tidak menghormati privasi orang lain.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada baiknya dilakukan hal-hal berikut:

1. Peraturan mengenai penggeledahan terhadap data pribadi sampai saat ini diatur
dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
yang menjelaskan bahwa penyidik dalam melakukan tindakan penggeledahan
terhadap data pribadi berupa barang elektronik dilakukan sesuai dengan tata
cara dalam ketentuan hukum acara pidana, namun juga perlu diingat bahwa
penyidik dalam pelaksanaan penggeledahan terhadap data pribadi juga harus
memperhatikan satandar operasional prosedur penggeledahan, namun standar
operasional prosedur penggeledahan yang sudah ada hanya mengatur teknis
penggeledahan secara umum maka dari itu instansi Kepolisian Republik
Indonesia disarankan untuk membuat peraturan secara internal mengenai
pedoman teknis bagi penyidik dalam pelaksanaan penggeledehan data pribadi

yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri berupa Peraturan Kepala
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Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penydidikan Terhadap Tindak
Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, serta memuat standar operasional
prosedur mengenai pemeriksaan, penyitaan, dan penggeledahan terhadap data
pribadi yang berisikan tujuan penggeledahan data pribadi, persiapan
penggeledahan terhadap data pribadi, urutan tindakan penyidik dalam
melakukan penggeledahan terhadap data pribadi, serta syarat-syarat yang harus
dipenuhi oleh penyidik dalam melakukan penggeledahan terhadap data pribadi.
. Tindakan penggeledahan terhadap data pribadi yang dilakukan diluar dari
prosedur pemeriksaan dan penggeledahan sebagaimana yang telah diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disarankan tidak
dilakukan kembali oleh kepolisisan sebagai aparat penegak hukum, namun
apabila diperlukan suatu tidakan penggeledahan terhadap data pribadi maka
harus sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam tindakan penggeledahan terhadap data
pribadi juga harus memperhatikan batasan-batasan, pengawasan serta tidak
boleh dilakukan secara sewenang-wenang karena hal tersebut dapat
bersinggungan dengan hak privasi dan Hak Asasi Manusia seseorang.
Kepolisian Republik Indonesia juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas
setiap anggota kepolisian agar dapat memahami bahwa dalam mengayomi

masyarakat perlu untuk menghormati Hak Asasi manusia.
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